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buku ini berguna dan dijadikan suatu acuan dalam memahami 
serta penafsiran yang sama di antara para penegak hukum (po- 
lisi, jaksa penuntut umum, hakim, dan advocat) maupun ka- 
langan akademisi berkaitan dengan persoalan wanprestasi dan 
penipuan yang lahir dari hubungan kontrak komersial. 

Buku ini membahas secara jelas dan lugas persoalan wan- 
prestasi dan penipuan, suatu hubungan hukum yang diawali 
atau didahului dengan perjanjian atau kontrak. Buku ini ber- 
manfaat untuk mengetahui, memahami dan dapat membeda- 
kan suatu hubungan hukum perjanjian atau kontrak, kapan 
hubungan hukum perjanjian atau kontrak dikatakan sebagai 
perbuatan wanprestasi dan kapan hubungan hukum perjanjian 
atau kontrak dikatakan sebagai perbuatan penipuan serta mem- 
bahas pula cara-cara menyelesaikan perkara tindak pidana pe- 
nipuan yang lahir dari hubungan hukum kontrak komersial di 
luar pengadilan. 

Akhirnya, saya sampaikan terima kasih kepada penerbit 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH 


Prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan 
dari pengamatan saya masih jauh dari harapan.' Betapa tidak 
dalam penanganan kasus-kasus, baik untuk perkara perdata, 
pidana, tata usaha negara, atau kasus lain yang diperiksa oleh 
pengadilan untuk sampai pada mendapatkan keputusan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) me- 
merlukan waktu bertahun-tahun dan biaya yang tidak sedikit 
bagi seseorang untuk mencari keadilan dan kebenaran. 

Untuk perkara perdata putusan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum masih tetap memerlukan upaya hukum lagi 
yaitu penetapan eksekusi. Permasalahan eksekusi tidak kalah 
rumitnya, banyak fakta menunjukkan pihak yang dimenangkan 


! Lihat eksekusi tanah Genting Kecamatan Asemrowo Surabaya seluas 6,9 
ha tidak segera terlaksana dan mengalami penundaan beberapa kali, karena 
terhalang oleh penghuni yang tidak berhak di atas objek tanah yang bukan 
miliknya. Lihat pula persoalan eksekusi tanah yang dikenal dengan Lapangan 
Tenis Jalan Embongsawo Surabaya, juga mengalami hambatan dalam ekse- 
kusi. Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri 
Surabaya atas bantuan dari pihak Kepolisian dari Polwiltabes Surabaya mau- 
pun dari Polda Jatim. 
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tidak serta-merta dapat memperoleh haknya. Misalnya, dalam 
eksekusi untuk pengosongan tanah/rumah, pembayaran utang 
dan lain-lain, pihak yang dimenangkan dalam putusan untuk 
memperoleh haknya masih mengeluarkan biaya yang tidak se- 
dikit untuk pelaksanaan eksekusi dan dapat terjadi pula dinya- 
takan menang “di atas kertas”. Secara normatif dinyatakan 
menang, faktanya prestasi yang digugat atau yang diharapkan 
sudah tidak ada lagi. 

Hal tersebut agak berbeda dengan pelaksanaan eksekusi 
dalam perkara pidana yang relatif lebih mudah, tetapi untuk 
eksekusi pidana mati misalnya memang masih terkesan berla- 
rut-larut. Terkait dengan eksekusi hukuman mati tidak ada 
aturan yang jelas batas waktu dan berapa kali pengajuan grasi 
maupun peninjauan kembali, sehingga belum ada kepastian ka- 
pan seseorang akan melaksanakan eksekusi hukuman mati.? 

Atas kedua kondisi tersebut, dalam praktik penegakan hu- 
kum para pencari keadilan mencari jalan pintas untuk segera 
mendapatkan haknya, yang salah satunya dengan cara mela- 
porkan kepada polisi (perkara pidana). Argumentasi sederhana 
yang dikemukakan oleh pencari keadilan untuk melapor kepada 
polisi adalah agar pihak lawan “takut” akan pengenaan sank- 
si pidana yang pada akhirnya tidak terlalu lama tujuan untuk 
mendapatkan prestasi akan segera diperoleh. Adakalanya me- 
ngetahui persoalannya dilaporkan kepada polisi, ia secepatnya 
menyelesaikan dan membayar kerugian yang ditimbulkan. 

Dalam konteks penegakkan hukum masih didapati adanya 
kegamangan dalam memahami persoalan-persoalan hukum 
yang berhubungan dengan perjanjian atau kontraktual. Karena 


? Lihat eksekusi kasus Terorisme Imam Samudra dan Amroji, dan terpida- 
na Sumiarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Kolonel Marinir Purwan- 
to, yang dilaksanakan setelah terpidana menunggu beberapa tahun, waktu 
yang cukup lama dengan penantian yang panjang disertai dengan perasaan 
gelisah dalam menghadapi kematian. 
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ketidakpahaman dalam mencermati konsep penipuan dan kon- 
sep wanprestasi, sehingga adakalanya dalam menghadapi per- 
solaan tersebut seseorang mendapat perlakuan yang tidak ma- 
nusiawi, perlakukan hukum yang tidak baik bahkan seseorang 
itu mengalami kriminalisasi.” 

Kriminalisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan 
oleh aparan penegak hukum, terhadap seseorang yang diduga 
melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang di- 
sangkakan atau didakwakan itu terkesan dipaksakan, agar sese- 
orang menjadi tersangka atau terdakwa yang tidak berdasar 
atas aturan hukum yang berlaku, melainkan yang dominan ada- 
lah tindakan sewenang-wenang dengan menyalahgunakan ins- 
titusi di mana ia sedang memegang jabatan tertentu. Seseorang 
mengalami penahanan yang notabene perkara yang dihadapi 
merupakan perkara perdata atau wanpresatsi, tentunya persoal- 
an ini seharusnya tidak perlu terjadi jika memahami kedua kon- 
sep tadi. 

Berkenaan dengan pengenaan sanksi pidana, kita diingat- 
kan oleh Hebert El Paker,“ dalam bukunya The Limits of The 
Criminal Sanction, bahwa dalam penerapan hukum pidana, ha- 
rus hati-hati jangan sampai salah menerapkannya. Karena suatu 
ketika hukum pidana itu akan menyejahterakan bagi umat ma- 
nusia, dan suatu ketika hukum pidana itu sebagai pengancam 
utama bagi umat manusia. Jika penerapannya tidak hati-hati 
dan salah menggunakannya, maka yang akan terjadi adalah 
penyalahgunaan wewenang (abuse of power), bahkan dapat 
dikatakan sebagai pembalasan hukuman terhadap seseorang 


3 Suatu Istilah diambil dari perseteruan antara “Cicak dan Buaya” dalam 
kasus Bibit Candra dan Susno Duadji yang menjadi perhatian publik, politisi, 
maupun para pakar hukum serta tidak henti-hentinya komentar atau pen- 
dapat dalam media cetak maupun media elektronik. 

4 Hebert El Paker, dalam bukunya, The Limits of The Criminal Sanction, 
Stanford University Press, California, 1968, mengingatkan Agar Hati-hati 
dan Tidak Sembarangan dalam Menggunakan Hukum Pidana. 
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yang melanggarnya. 

Penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan hukum pi- 
dana merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambah- 
an Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3885), Pasal 1 ke-6 
menyatakan bahwa: 


“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang 
atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja mau- 
pun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum 
mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak 
asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh 
undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan 
tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, 
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” 


Tentunya dalam penegakkan hukum, aparat penegak hu- 
kum diharapkan tidak melakukan pelanggaran hak asasi manu- 
sia (HAM), pelanggaran ini tidak terjadi manakali aparat pene- 
gak hukum memiliki pengetahuan tentang hukum, terampil 
dalam melakukan tugas secara profesional dan proporsional 
sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. 

Berkenaan dengan kasus-kasus penipuan yang dibungkus 
dengan persoalan perdata, dalam praktik penegakan hukum 
sering dijumpai dan dilaporkan oleh masyarakat yang merasa 
dirugikan. Contoh kasus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 
terakhir kejadian tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh 
masyarakat ke Kepolisian Daerah Jawa Timur sebanyak 13.727 
perkara: 

Dari jumlah kejadian lima tahun terakhir ini, kasus pe- 


? Sumber Ditreskrimum Polda Jatim, Data Laporan Kasus Tindak Pidana 
Penipuan Oleh Masyarakat, kurun waktu 5 (lima) Tahun yang ditangani oleh 
Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur. 
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nipuan yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut, setelah di- 
lakukan kajian, analisis, dan penelitian ternyata kasus-kasus 
atau peristiwa-peristiwa itu berkaitan dengan hubungan hukum 
perjanjian. Persoalan utang piutang, perjanjian kerja sama, jual 
beli, sewa menyewa, jual beli properti, dan lain sebagainya. 
Hubungan hukum ini merupakan hubungan hukum perjanjian 
atau kontrak. 

Berkenaan dengan hubungan hukum kontrak terkait dengan 
perbuatan penipuan maupun perbuatan wanprestasi dapat di- 
ketahui “karakteristiknya”, yaitu bahwa hubungan hukum peni- 
puan maupun hubungan hukum wanprestasi “selalu diawali atau 
didahului dengan hubungan hukum kontraktual.”S Hubungan 
hukum kontrak ini bisa dalam bentuk tertulis maupun tidak ter- 
tulis (dibuat di bawah tangan) atau suatu kesepakatan yang lazim 
dalam jual beli dan telah disepakati harga suatu barang. 

Dari pengamatan saya ada kecenderungan dari pencari ke- 
adilan, penyelesaian suatu perkara/masalah dengan cara mela- 
porkan kepada kepolisian. Permasalahan utang piutang, jual 
beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya di mana tampak selin- 
tas merupakan perkara keperdataan namun dimintakan penye- 
lesaiannya melalui jalur pidana, oleh karena itu aparat penegak 
hukum hendaknya dapat membedakan “domain” masing-ma- 
sing bidang hukum. 

Aparat penegak hukum harus memahami norma-norma 
yang berlaku pada masing-masing bidang hukum karena ma- 
sing-masing bidang hukum mempunyai makna penormaan 
yang berbeda. Norma dalam hukum perdata adalah norma 
yang sifatnya mengatur (regelend recht atau aanvullend recht) 
oleh karenanya dalam hukum perdata berlaku prinsip (asas) 


6 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang 
Lahir dari Hubungan Kontraktual, Disertasi, UNAIR, 2010. hlm. 61 dan 
hlm. 115. 
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kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) BW), hal tersebut 
berbeda dengan norma hukum pidana yaitu norma larangan 
(dwingen recht), artinya ditentukan bahwa perbuatan tersebut 
dilarang maka bagi siapa saja yang melanggar akan dikenakan 
sanksi pidana. 

Dalam pembuatan kontrak yang dibuat oleh para pihak ter- 
jadi bargaining position yang berbeda, kegiatan ini tidak terlepas 
dari unsur bisnis, di antaranya kontrak kerja sama, kontrak jual 
beli, kontrak antara konsumen dan produsen. Kontrak yang 
demikian, diharapkan berjalan fair dan objektif dalam menilai 
suatu kontrak terutama mencermati substansinya dan kategori 
kontrak konsumen atau kontrak komersial.” 

Dalam perikatan (kontraktual) unsur yang paling utama 
adalah kesepakatan para pihak (Pasal 1320 BW) dan bentuk 
kesepakatan tersebut dapat dalam bentuk tulisan atau cukup 
dengan cara lisan, dan apabila kesepakatan tersebut telah ter- 
jadi maka perikatan (perjanjian) tersebut mengikat kedua belah 
pihak seperti undang-undang (Pasal 1338 ayat (2) BW dikenal 
sebagai Asas Pacta Sunt Servanda). Asas Pacta Sunt Servanda 
atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, sebagai figur 
hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini ter- 
ungkap dari kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai undang-un- 
dang bagi yang membuatnya. 

Asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas bahwa hakim 
atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang 
dibuat oleh para pihak, janji harus ditepati menepati janji meru- 
pakan kodrat manusia mereka tidak boleh melakukan intervensi 
terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. 

Kontrak mengandung hak dan kewajiban dalam memenuhi 


7 Lihat dalam UPICC istilah kontrak komersial (commercial contracts) di- 
pakai untuk membedakan istilah kontrak konsumen (consumen contracts). 
Lihat pula UNIDROT (International In nstitute for the Unification of Private 
Law), Principles of International Commercial Contracts, Rome, 1994, hlm. 2. 


: 
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kebutuhan dalam penyelenggaraan kontrak. Dalam pemenuh- 
an kebutuhan pelaksanaan kontrak inilah, maka pembuatan 
kontrak menjadi praktik yang rutin (routin practice). Dalam 
perkembangannya, kontrak yang dibuat tidak terbatas pada 
kontrak antara individi-individu (perorangan) di sektor swas- 
ta, melainkan berkembang kontrak yang dibuat secara umum 
(publik) oleh pemerintah (public utility). 

Pada dasarnya, perjanjian atau kontrak itu merupakan sua- 
tu hasil kesepakatan antara para pihak, di mana dengan adanya 
perjanjian tersebut otomatis akan memunculkan perikatan di 
antara mereka. Keterikatan yang terjadi itu wujudnya berupa 
suatu kewajiban yang terpikul di pundak para pihak, dan kewa- 
jiban itu harus dilaksanakan. Kewajiban itu jikalau tidak dilak- 
sanakan sesuai kesepakatan atau janji yang diucapkan, akan 
berakibat hak pihak lain menjadi tidak terealisasi, dan sudah 
barang tentu ini merupakan kerugian yang tidak diinginkan 
oleh siapa pun. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang akhir- 
nya menghasilkan lahirnya perikatan seperti yang ditetapkan 
oleh Pasal 1233 BW, tidak lain merupakan pertemuan janji-janji 
yang dinyatakan oleh para pihak. 

Perjanjian yang melahirkan perikatan, apabila salah satu 
pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan (wan- 
prestasi), berarti prestasi yang harus dibayar tidak dilakukan, 
dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud, dan 
jelas ini merupakan suatu kerugian. Pihak yang mengalami hal 
seperti ini diberi kesempatan untuk mengajukan gugat ke peng- 
adilan sesuai prosedur untuk meminta ganti rugi sebagai upaya 
pihak yang bersangkutan agar mendapatkan pemulihan haknya 
(lihat Pasal 1236 BW). 


8 Hugh Collins, Regulating Cntracts, Oxford University Press, London, 
1999, p. 3. 

9 Colin Turpin, Governmen Contracts, Penguin Books, Harmon, 1972. p. 
9. 
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Syarat yang pertama untuk membentuk suatu perikatan/ 
perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW yaitu 
kata sepakat, yakni apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga 
dikehendaki oleh pihak lainnya. Dengan adanya kata sepakat, 
maka terdapat adanya persesuaian kehendak di antara para pi- 
hak tanpa adanya paksaan (prinsip konsensualisme). Kata se- 
pakat harus dilandasi suatu kejujuran, tanpa paksaan di antara 
kontraktan. Para pihak harus mengetahui secara keseluruhan 
terhadap apa yang akan diperjanjikan baik terkait dengan objek 
maupun subjek perikatan (perjanjian) dan apabila persyaratan 
tersebut tidak dipenuhi merupakan sepakat yang cacat. 

Dalam pembuatan kontrak menurut John Rawls,'” bahwa 
kontrak yang dibuat terkandung prinsip kejujuran (fairness) 
yang pada umumnya dikaitkan dengan kewajiban. Kewajiban 
yang dimaksudkan adalah kewajiban hukum, sehingga tidak 
termasuk di dalamnya kewajiban moral. Timbul kewajiban yang 
bersifat mengikat itu terjadi di antaranya karena perbuatan su- 
karela (voluntary acts) baik karena adanya persetujuan yang te- 
gas ataupun diam-diam." 

Prinsip kejujuran yang merupakan syarat dalam pemben- 
tukan kesepakatan kadang-kadang tidak dipatuhi oleh salah 
satu pihak dan apalagi salah satu pihak dalam perjanjian terse- 
but “buta hukum”. Dapat terjadi kesepakatan tersebut diaksep- 
tasi oleh salah satu pihak karena adanya rangkaian kata bohong 
atau tipu muslihat atau cacat tersembunyi. 

Pihak yang mempunyai niat tidak baik telah menyadari betul 
implikasi tidak dipenuhinya isi dari perjanjian tersebut yaitu ha- 
nya sebatas pembayaran ganti rugi dan hal itu baru dipenuhi 
jika putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap 


1 John Rawls, A Theory of Justice, The Belnap Press of Harvard University 
Pres, Cambridge, 1971, p. 3. 
H Jbid. 
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dan kondisi tersebut lebih parah lagi dengan tidak adanya lem- 
baga gijzeling (sandera) di mana keberadaan lembaga tersebut 
dapat dipakai sebagai sarana “memaksa” salah satu pihak yang 
wanprestasi untuk segera memenuhi prestasinya. Kelemahan 
dari jalur perdata (gugatan ganti rugi) inilah yang banyak dipa- 
kai sebagai modus untuk melakukan penipuan. Perikatan atau 
perjanjian digunakan sebagai modus untuk membungkus niat 
penipuan. Perjanjian atau perikatan dipakai sebagai “bungkus” 
niat untuk menipu dan jika pihak korban melaporkan kepada 
polisi yang bersangkutan berdalih bahwa perkara tersebut ada- 
lah perkara perdata, sehingga polisi tidak mempunyai kewe- 
nangan untuk memeriksa. 

Perjanjian dapat dibuat dengan cara di bawah tangan (la- 
zim disebut akta di bawah tangan) dan dapat pula dengan akta 
notariil (lazim disebut akte autentik). Dalam akte di bawah ta- 
ngan di mana tidak ada campur tangan dari pejabat umum yang 
berwenang, tetapi hanya terbatas para pihak, berbeda halnya 
dengan akte notariil ada keterlibatan dari pihak ke-3 (tiga) yaitu 
pejabat umum yang berwenang. 

Secara teoretis, akte di bawah tangan yang banyak terkan- 
dung kerawanan adanya penipuan, hal tersebut dapat disebab- 
kan karena ketidaktahuan dari salah satu pihak atau “kelihai- 
an” dari pihak lain. Dapat terjadi dengan tipu daya/muslihat, 
kebohongan, memakai nama palsu atau martabat palsu salah 
satu pihak mengakseptasi perjanjian padahal senyatanya mereka 
tidak tahu apa yang diakseptasi. Meskipun tidak terlalu banyak 
bila dibandingkan dengan akte di bawah tangan, akte autentik 
pun diakseptasi karena adanya penipuan karena pejabat yang 
berwenang sebenarnya hanya melakukan mengkonstatir kesepa- 
katan para pihak. Pejabat yang berwenang hanya meneliti kebe- 
naran formil, tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil. 

Prinsip dalam pembuatan perjanjian atau kontrak oleh ke- 
dua belah pihak saling menghormati dan menghargai hak dan 
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kewajiban, penghormatan ini merupakan penerapan prinsip ke- 
adilan, dalam hal ini keadilan distribusif seperti yang diajarkan 
Aristoteles, dalam kaitan dengan kewajiban kontraktual adalah 
bahwa pembagian beban kewajiban itu diletakkan pada prinsip 
fairness. Prinsip ini merupakan landasan dalam pendistribusian 
kemampuan anggota masyarakat dalam memikul beban kewa- 
jiban.'? Termasuk di dalam kewajiban dalam hubungan kontrak 
komersial. 

Dalam praktik penegakkan hukum terdapat perbedaan 
pendapat maupun pemahaman terkait dengan implikasi apabila 
salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanji- 
kan. Pendapat pertama menyatakan perbuatan itu merupakan 
wanprestasi, sedangkan pendapat kedua menyatakan perbuatan 
itu merupakan penipuan. Pendapat pertama mendasarkan pada 
suatu argumentasi bahwa, tidak dipenuhinya prestasi dilan- 
dasi adanya perjanjian sehingga akibat hukumnya wanprestasi. 
Dalam memperjuangkan haknya yaitu dengan jalan mengaju- 
kan gugatan perdata. Adapun pendapat yang kedua, yang lebih 
penting untuk dicermati adalah perihal sebelum para pihak 
mengakseptasi suatu perjanjian. Jika salah satu pihak mempu- 
nyai niat kepalsuan atau kebohongan sebelum perjanjian terse- 
but diakseptasi, maka tidak dipenuhinya suatu prestasi tetap 
dianggap sebagai penipuan walaupun perjanjian tersebut masih 
berlangsung (hidup). 

Menurut penulis, bahwa hubungan kontrak yang telah dise- 
pakati ternyata tidak dipenuhi sesuai yang diperjanjikan, impli- 
kasi hukumnya tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, 
adakalanya berimplikasi perbuatan penipuna. Apabila kontrak 
yang dibuat atau ditutup dilandasi adanya kebohongan, tipu 
muslihat, keadaan palsu oleh salah satu pihak, maka perbuatan 


1? Jan Mc Leod, Legal Method, Macmillan Press, London, 1996, p. 212. 
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ini dikategorikan sebagai perbuatan penipuan. 

Dalam konteks ini yang perlu dicermati dalam pembuatan 
kontrak adalah keadaan-keadaan atau kondisi para pihak dalam 
membuat perjanjian. Hal yang mendasar untuk diketahui dalam 
memahami konsep wanprestasi dan penipuan yang perlu di- 
ketahui yaitu ketika kontrak dibuat atau ditutup diketahui ada 
rangkaian kata bohong, tipu muslihat, dan keadaan palsu. Atau 
ada rangkaian kata bohong, tipu muslihat, dan keadaan palsu 
setelah kontrak dibuat atau ditutup. Akibat perbuatan seseorang 
yang tidak melaksanakan hak maupun kewajiban, maka terjadi 
konflik hukum adakalanya penyelasaiannya memerlukan pihak 
ketiga untuk memutuskan. 

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 
1885 K/Pid/2008 tanggal 3 Desember 2008, yang pada pokok- 
nya, yaitu perjanjian kerja sama lelang pengadaan kain dengan 
menggunakan nama sebuah CV ternyata CV tidak pernah ada, 
dalam putusan menyatakan bahwa perbuatan itu dinyatakan se- 
bagai delik penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 
KUHP telah terbukti. Dari peristiwa tersebut dapat diketahui 
bahwa perbuatan dinyatakan terbukti sebagai delik penipuan." 
Hubungan hukum perjanjian kerja sama lelang pengadaan kain 
ini merupakan hubungan hukum kontrak komersial. 

Terkait hubungan kontrak dapat dilihat pula dalam Putus- 
an Mahkamah Agung RI Nomor: 1927 K/Pid/2007 tanggal 14 


'3 Lihat dalam Yahman, Op. cit., hlm. 37. 

4 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Perkara 1885 K/Pid/2008 tang- 
gal 3 Desember 2008. Kasus posisi: “Terjadi perjanjian kerja sama dalam 
pengadaan lelang kain dengan menggunakan sebuah CV Gunung Mas ter- 
nyata CV yang dijanjikan untuk mengikuti lelang tidak memenuhi syarat. Se- 
hingga tidak lolos karena masih adanya kekurangan persyaratan dalam pro- 
posal yang diajukan. Sementara korban telah menyetor dana kepada pemilik 
CV, ketika lelang tidak terlaksana uang diminta kembali oleh korban dan 
pihak CV tidak mau mengembalikan. Maka delik penipuan telah dinyatakan 
terbukti.” 
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November 2007, tentang perjanjian jual beli rumah antara kedua 
belah pihak, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban- 
nya sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat atau ditandata- 
ngani, dalam amar putusannya menyatakan bahwa, perbuatan 
terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan penipuan seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, melainkan perbuat- 
an terdakwa bukan merupakan pidana atau wanprestasi. Ter- 
kait dengan putusan ini telah menimbulkan kerugian di salah 
satu pihak. Dengan timbulnya kerugian akibat perbuatan salah 
satu pihak, maka pihak lain dapat mengajukan gugatan ganti 
kerugian. 

Ganti kerugian menurut Abdulkadir Muhammad, yang di- 
maksud dengan ganti kerugian adalah ganti kerugian yang tim- 
bul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Wan- 
prestasi terjadi dalam kondisi salah satu pihak lalai melakukan 
suatu kewajiban pemenuhan prestasi, jika demikian tidak semua 
perbuatan wanprestasi dapat terjadi karena suatu kelalaian, 
dapat pula terjadi tidak dipenuhinya suatu prestasi karena un- 
sur kesengajaan." 


15 Putusan MARI No. 1927 K/Pid/2007 tanggal 14 November 2007 kasus 
posisi: PT Mulya Sejati tidak memiliki tanah untuk perumahan di Ciumbu- 
leuit dan pada saat penjualan tanah kaveling kepada korban, tanah dimaksud 
masih berstatus pengikatan jual beli dengan terdakwa selaku pribadi. Ada- 
pun surat Walikota Bandung No. 648/1201-DTK perihal permohonan izin 
pemanfaatan ruang perumahan rumah kebun di Kampung Sekejolang hanya 
merupakan atau bersifat dukungan, surat Keputusan Walikota Bandung 
No.593/Kep.1561-Huk/2003 tanggal 8 Oktober 2003 pemberian izin lo- 
kasi untuk keperluan pembangunan rumah kebun atas nama PT Mulya Sejati 
bahwa pada akhir bulan Februari 2003 ketika saksi korban meminta tanah 
kaveling dimaksud, ternyata belum siap dibangun, lalu setelah beberapa kali 
saksi korban menagih janji kepada terdakwa dan diberi 5 (lima) lembar BG 
Bank BCA senilai Rp10.050.000.000, bahwa rekening telah ditutup, dalam 
amar putusannya bahwa perbuatan dinyatakan bukan merupakan suatu tin- 
dak pidana. 

'6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Ban- 
dung, 1992, hlm. 56. 
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Penentuan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, 
tidaklah mudah. Dalam teori dinyatakan untuk menentukan 
apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak harus diperha- 
tikan perbuatan sebelumnya (ante factum) dan perbuatan sesu- 
dahnya (post pactum). Misalnya, melakukan perjanjian jual beli 
kayu padahal si penjual tidak mungkin mempunyai kayu, maka 
perbuatan tersebut rasanya tidak cukup membawa keadilan jika 
dinyatakan wanprestasi, si penjual dengan tipu muslihat/kata 
bohong bahwa mereka punya kayu sehingga pembeli mengak- 
septasi perjanjian itu. Atas dasar itu adanya suatu perjanjian 
tidak selalu menimbulkan akibat hukumnya wanprestasi. 

Penelaahan dan kajian secara kasuistik perlu untuk dilaku- 
kan, dengan demikian akan didapatkan parameter yang tepat 
untuk menentukan kapan perbuatan itu dinyatakan sebagai 
wanprestasi dan kapan perbuatan itu dinyatakan sebagai peni- 
puan. Dengan kajian dan penelaahan akan dapat diketahui ba- 
tas pembeda antara wanprestasi dan penipuan. 

Konsep wanprestasi dengan konsep penipuan menurut 
dogmatik hukum merupakan 2 (dua) konsep yang berbeda, 
konsep wanprestasi merupakan domain hukum perdata seba- 
gaimana dimaksud dalam 1236 BW sedangkan konsep penipu- 
an merupakan domain hukum pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 378 KUHP, oleh karenanya ke-2 (dua) konsep ter- 
sebut tidak dapat dipertukarkan." Namun demikian untuk me- 
nentukan batasan di antara ke-2 (dua) konsep tersebut tidaklah 
mudah. 

Dari referensi yang ada tidak diketemukan pembahasan 
yang spesifik tentang batasan antara wanprestasi dan tindak pi- 
dana penipuan, padahal permasalahan tersebut sangat penting 
untuk dipecahkan demi kepastian hukum. Di sisi lain, perma- 


4 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Ga- 
jah Mada University Press, Yogjakarta, 2005, hlm. 23. 
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salahan ini banyak terjadi dalam praktik penegakan hukum, 
yang kesulitan dalam menentukan perbuatan mana dikatakan 
waprestasi dan perbuatan mana dikatakan penipuan. Oleh kare- 
na itu, permasalahan yang dikaji, “Bagaimana hakikat konsep 
wanprestasi dan penipuan: dan sejauh mana penerapan konsep 
wanprestasi dan penipuan dalam putusan pengadilan. 
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